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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah
dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat diselesaikannya Laporan Penelitian
Sistematis Tahun 2019 ini dengan lancar. Harus diakui memang, bahwa
penyusunan laporan penelitian terkait dengan Pengadaan Tanah ini bukanlah
suatu hal yang mudah. Penyusun menyadari bahwa banyak kendala, masalah,
yang harus dihadapi di lapangan, dan di sisi lain tidaklah mudah menyelesaikan
masalah atau mencari solusi jalan keluaranya. Oleh karena itu di dalam
menuangkan laporan pun tentu masih banyak kekurangan-kekurangannya.

Oleh sebab itu, saran, masukan serta kritik yang bersifat membangun
sangatlah diharapkan, agar ke depan penyusunan laporan terkait Pengadaan Tanah
dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, November 2019

( Penyusun)



BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin
meningkat, terutama pemenuhan akan kebutuhan infrastruktur, seperti bandar
udara, pelabuhan, jalan tol dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan akan
infrastruktur tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari kebbutuhan akan tanah
sebagai modal dasar di mana di atas tanahlah kebutuhan infrastruktur tersebut
akan dipenuhi. Namun kita menyadari, bahwa kebutuhan akan tanah itu
bukan hal yang mudah. Tanah yang dibutuhkan tersebut lebih banyak tanah
yang telah dilekati dengan suatu hak atas tanah tertentu. Sangat jarang
kiranya saat ini tanah negara yang bebas tersedia untuk pengadaan tanah.
Bahkan hampir semua tanah di negeri ini telah dilekati dengan suatu hak atas
tanah. Oleh karena itu sudah menjadi hal yang wajar jika tanah-tanah yang
yang telah dilekati dengan suatu hak atas tanah tersebut memunculkan
berbagai permasalahan, mulai dari perencanaan pengadaan tanah bahkan
hingga mungkin penyerahan hasil.

Beberapa masalah yang sering muncul di lapangan biasanya diawali
dari dokumen perencanaan yang kurang baik, dan tentu hal ini akan
berpengaruh terhadap proses kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dokumen
perencanaan pengadaan tanah yang hingga saat ini belum ada standarisasi
komponen maupun substansi yang harus dipenuhi di dalamnya, seringkali
membuat pihak yang membutuhkan tanah membuat dokumen ala kadarnya,
sehingga ketika mulai dilaksanakan akan menimbulkan banyak masalah.
Permasalahan yang lain yang seringkali muncul adalah masalah lokasi obyek
bidang tanah yang tidak sesuai antara yang tertuang di dalam dokumen
perencanaan dengan lokasi obyek yang dibutuhkan secara riil di lapangan.
Hal yang tidak kalah krusial di dalam pengadaan tanah yang banyak

memunculkan banyak masalah adalah yang berkaitan dengan ganti rugi, baik



ketika musyawarah maupun besaran ganti rugi serta waktu pemberian ganti
rugi yang kadang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Berbagai
masalah di atas merupakan beberapa permasalahan yang paling sering muncul
di dalam pengadaan tanah, baik untuk skala besar maupun skala besar. Yang
menjadi keprihatinan kita bersama, permasalahan atau persoalan tersebut
seringkali pihak Kementerian ATR/BPN yang dipersalahkan. Artinya sudah
menjadi hal yang biasa, bahwa kambing hitam yang dipersalahkan adalah
pihak Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya. Padahal sebenarnya awal
masalah tersebut berasal dari pihak yang membutuhkan tanah.

Terkait dengan apa yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya dicari
solusi atas segala permasalahan-permasalahan dan kendala yang terjadi
tersebut dan kemudian dianalisis untuk dituangkan ke dalam gagasan-gagasan
atau ide-ide yang kiranya bermanfaat baik untuk Kementerian ATR/BPN,
pihak yang membutuhkan tanah, maupun pihak-pihak yang terkena obyek
pengadaan tanah serta pihak lain yang terkait. Tujuannya tentu dalam rangka
memudahkan pelaksanaan pengadaan tanah, akuntabilitas publik serta
mengurangi resistensi yang kiranya akan timbul di belakang hari. Dalam hal
ini, maka akan dilaksanakan penelitian dengan fokus utama pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, baik skala besar maupun skala kecil yang telah

dilaksanakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

I.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini yaitu :
1. Apa saja simpul-simpul permasalahan atau kendala di dalam pengadaan
tanah untuk kepentingan umum, baik skala besar maupun skala kecil ?
2. Bagaimana solusi yang telah diambil di dalam mengatasi berbagai simpul-

simpul permasalahan yang muncul di atas ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian yaitu :



a. Menggali berbagai permasalahan dan kendala di dalam pengadaan
tanah untuk kepentingan umum, baik skala besar maupun skala kecil.
b. Berdasarkan fakta lapang, solusi yang telah diambil oleh pelaksana
pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lapangan maka perlu
disampaikan ide-ide dan gagasan yang bersifat akademis dan

konstruktif.

2. Manfaat penelitian ini:

diharapkan dapat menjadi referensi di dalam menemukenali simpul-simpul
permasalahan serta cara mengantisipasi jika masalah tersebut timbul dalam

pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

1. Pada pengadaan tanah untuk skala besar, diindikasikan bahwa
pada setiap simpul atau tahapan pengadaan tanah terdapat
permasalahan, mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan
penyerahan hasil. Permasalahan tersebut lazim terjadi karena
dokumen perencanaan pengadaan tanah yang tidak
merepresentasikan keadaan yang sebenarnya serta belum adanya
standar acuhan di dalam penyusunan dokumen perencanaan
pengadaan tanah. Untuk skala kecil, permasalahan secara umum
lebih sedikit, namun jika pelaksanaan pengadaan tanah tersebut
tidak disertai dengan penetapan lokasi, maka jika ada hal-hal yang
tidak disepakati utamanya antara yang membutuhkan tanah
dengan pihak yang berhak, yang terjadi kemudian biasanya
deadlock dan pengadaan tanah tersebut tidak dapat dilanjutkan.

2. Solusi yang dapat diambil oleh BPN sebagai pelaksana kegiatan
pengadaan tanah yang terdepan adalah menyesuaikan dengan
kewenangan yang ada. Jika kewengan tersebut berkaitan dengan
tugas dan fungsi institusi BPN maka akan dicari jalan keluar yang
sesuai dan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Namun jika maslah tersebut berada di luar kewenangan
BPN maka BPN akan memberikan saran dan masukan untuk

instansi yang membutuhkan tanah.

V1.2. Saran
1. Harus segera dibuat atau ditindaklanjuti mengenai standar atau
acuhan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang
baku dan tidak bersifat multitafsir. Oleh karena itu standarisasi

dokumen pengadaan tanah harus ada template dan penjelasan
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mengenai tata cara pembuatan dan pengisian dari setiap bab,
subbab, atau mungkin item komponen yang wajib ada beserta
pengukurannya.

. Di dalam pengadaan tanah, tidak hanya untuk skala besar namun
juga untuk skala kecil, lebih baik terdapat penetapan lokasi,
sehingga jika terjadi ketidaksepakatan antara yang membutuhkan
tanah dengan pihak yang berhak tetap dapat diselesaikan melalui

konsinyasi.
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